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Abstract
The purpose of this paper is to investigate the cancellation brand assessment decision No: 08/ HAKI/M /2007/ 
PN.NIAGA associated with Law No. 15 of 2001 on trademark. Protection of the trademark in Indonesia is 
faith, it is seen from the decision No: 08/HAKI/M/2007/PN.Niaga, between PT Graha Fajar Graha Farma 
Farmaceuticallaboratories by canceling trademark  Graha Farma for not acting in good faith by registering 
the trademark resemble other brand. The method used in this paper is normative legal research method. Results 
or services. Mark rights are special rights granted by the State to the owner of the registered mark. With the 
growing importance of this brand, the brand needs to be placed on the legal protection as an object against 
him over the rights of individuals or legal entities. Law No. 15 of 2001 aims to give more legal protection for 
rights holders of trademark.
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Abstrak
perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang.
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A. Pendahuluan
dengan dunia luar mulai berkembang dengan 
dalam dunia internasional dalam menawarkan 
berbagai macam produk baik dalam bentuk barang 
undang-undang dan diperbaharui serta memasukan 
Dalam sejarah perkembangan pengaturan 
reglement industriele eigendom
tidak mampu bertahan lama seiring perkembangaan 
tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi. Merek 
serta keterjaminan bahwa produk itu original. Era 
sebagai pemilik dan pendaftar pertama dari merek 
saling terkait dan melengkapi) dengan merek 
sebagai merek juga merupakan nama badan hukum 
Dimana dalam putusan tersebut Hakim mengabulkan 
Dari permasalahan tersebut penulis tertarik 
membahas dalam penulisan hukum tentang 
B. Persyaratan Hak Atas Merek
dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum 
merek tersebut dapat diterima dan dipakai sebagai 
barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang 
perniagaan atau jasa dari produksi seseorang dengan 
diproduksi menjadi dapat dibedakan.
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didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur 
dibawah ini;
3. telah menjadi milik umum;
  jika:
didaftrakan milik orang lain dan digunakan 
dengan merek terkenal milik pihak lain untuk 
barang atau jasa sejenis;
dari pemerintah;
persetujuan tertulis dari pihak berwenang.
C. Mekanisme Pendaftaran Hak Atas Merek
bahwa suatu permintaan pendaftaran merek dapat juga 
 
permintaan pendaftaran merek lebih dari satu kelas 
tidak perlu diajukan masing-masing secara terpisah. 
tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang 
semula menganut sistem deklaratif.
pendaftaran merek tanpa pemeriksaan terlebih 
dahulu.
pendaftaran merek dengan pemeriksaan merek 
terlebih dahulu
3. pendaftaran dengan pengumuman sementara 
pendaftaran merek dengan pemberitahuan 
Menurut perjanjian internasional seseorang 
perjanjian internasional  dapat diberikan hak 
prioritas. Ini berarti bahwa seseorang tersebut di 
Indonesia dengan ketentuan bahwa pendaftar awal 
mengajukan pendaftaran merek itu di Indonesia 
dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan 
permohonan tersebut telah dicantumkan dalam pasal 
D. Pendaftaran merek  mulai belaku sejak 
tanggal dicatat dalam daftar umum
untuk mengumumkan dalam penerbitan tambahan 
permohonan pembatalan pendaftran dengan jangka 
merek tersebut tidak dapat didaftarkan dengan 
mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut 
merek disebabkan: 
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dipakai lagi selama 3 tahun sejak pemakaian 
3. 
sedang hak atas suatu merek masih tetap ada. Merek 
pelaku usaha selaku pemilik merek maupun bagi 
E. Penyelesaian sengketa merek di Indonesia 
dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2001 tentang Merek.
Merek memberikan hak eksklusif  kepada perusahaan 
pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain 
perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek 
pelanggan dapat menjadi bingung sehingga membeli 
Hal ini tidak saja mengurangi keuntungan 
tetapi dapat juga merusak reputasi dan citra 
mendapatkan perlindungan hukum.
F. Kasus Pembatalan Merek GRAHA FARMA
 Pembatalan merek GRAHA FARMA 
(PUTUSAN NOMOR: 08 / HAKI / M / 2007 
/ PN.NIAGA) 
P i hak -Pi h ak:
Uraian kasus:
Graha Farma telah lama digunakan Penggugat 
untuk memproduksi obat. Badan hukum 
pembuatan obat-obatan”.
dan lain-lain”.
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telah mendaftarkan dan menggunakan merek 
dan melengkapi) dengan merek ”Graha Farma” 
milik Penggugat.
dipakai sebagai merek juga merupakan nama 
produk-produk Penggugat dibidang obat-obatan 
dengan jenis jasa dari merek Graha Farma milik 
Putusan :  
pendaftar dan pemilik pertama dari merek jasa 
tunggal/khusus untuk merek dan nama badan 
hukum Graha Farma terkenal Penggugat di 
Indonesia ;
nama badan hukum Graha Farma terkenal milik 
Penggugat;
6. Membatalkan pendaftaran merek Graha Farma 
dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan 
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga 
pada Pengadilan Negeri Semarang untuk 
guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan 
mentaati Putusan Pengadilan Niaga dengan 
mencatat pembatalan merek Grha Farma daftar 
mengumumkan pada Daftar Umum Merek di 
Direktorat Merek;
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau 
merek di Indonesia menggunakan sistem sistem 
konstitutif dengan asas 
kemudian harus ditolak oleh Dirjen HKI dan bila 
terdaftar juga dapat dimintakan pembatalan kepada 
Pengadilan Niaga. 
mengabulkan gugatan penggugat berupa pembatalan 
tidak memiliki hak untuk menggunakan merek 
tersebut karena telah melanggar Undang-Undang 
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tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan 
alasan kuat untuk menggunakan merek tersebut 
pendaftaran merek tersebut. Penjelasan Pasal 
ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan 
lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan 
curang”. Berdasarkan penjelasan pasal ini pihak 
baik dan dapat memberikan bukti bahwa merek 
merek tersebut jelaslah dengan itikad tidak 
didaftar apabila Merek tersebut mengandung 
salah satu unsur di bawah ini : tidak memiliki 
memiliki kesamaan dengan nama perusahaan 
merek itu juga telah didaftarkan terlebih dahulu 
bidang kesehatan dan bersifat komplementer 
pihak Penggugat lebih memiliki legal standing 
untuk mengggunakan merek tersebut dan 
juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal 
apabila Merek tersebut: Merupakan atau 
digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam 
melanggar ketentuan ini karena menggunakan 
sebagaimana telah diumumkan  dalam 
kesehatan dan bersifat komplementer dengan 
G. Penutup
Pembatalan Merek Graha Farma sebagaimana 
Farmaceuticallaboratories dan Graha Farma terjadi 
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mirip tersebut sehingga dapat mengakibatkan 
Fajar Farmaceuticallaboratories untuk membatalkan 
merek Graha Farma karena penggunaan merek Graha 
Farma tidak beritikad  baik dengan mendafatarkan 
   
dilakukan oleh pemohon dengan cara memperhatikan 
itikad baik penggunaan merek tersebut dan 
sehingga dapat dihindarkan pendomplengan merek 
Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan apabila 
pemalsuan merek atau pendomplengan nama dengan 
melaporkan apabila terjadi perlanggaran atas UU 
merek tersebut.
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